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ABSTRAK

Pelayanan publik vang baik menjadi syaral wtama bagi terwujudnyva good governance,
mengingat  bahwa  pejabat  publik  adalah  sebagai  pelavanan  masvarakat, maoun dalam
kenyaraarnya masih banvak difiwnpai adanya maladministrasi. Disohkanmva Undang-Undang
Nemor 37 Tahun 2008 ientang Ombudsman Republik Indonesin merupakan upaya pemerintalt
mewijudkan good governance. Upava akhir dan Cobiedsman  dolam  menangani Ia;mm‘n
neasyarakat beekait naladminisirasi berupa rekomendasi, vang berdasarkan undung-undany wegib
dilerk k dalarn kenyataannya inasih banyak xany belun ter’aksana, Kurang efektifnva
peloksanaan rekomendasi Ombudsinan karena masih adaaya perbedaan persepsi berkair dengan
muskon dert rekomendasi ine sendici. i manee Ominedsioan yong mendasaevn kepada indang-
wndang menyatukan rekomendasi adatah wajit ik diloksanckan sementura para birokrar masih
ada yany memandangnyve sebagal saran biase. Berdasarkan 1eort Bekerjonva Hukum dan
Chambliss. dan Seidman dan dengan pendckatan socio-legal research,atan diketahsd wnsur apa
yamg menyvehablan rekonendasi Ombudsman tidak dapat berjolan seciea ofektif, inenigingat balwa
bekerjanyve hukion ini meepakan sebual systen yang seriop bagion akan mempengarii bayian

laipnya,
Kata kunciz Budaya Hikum, Rekonendast, Ombudsmian, Pejabar Publik

ABSTRACT

Good public services become the main condition for the realization of good governance, given
that public officiols are as a community servive, but in reality there's also the maladministration,
Enactment of Law No. 37 of 2008 on the Ombudsmean of the Republic of Indonexia is the
Lovermment's effort 1o realize good governance. The final effors of the Ombadsment in dealing with
the public reports in the furm of recommendations relared maladministration, which under the law
must be carvied out, but in reality there are still many who hove not been implemented. The lack of
cffective implemeniation of the reconumendations of the Onibuddsman becanse of o percepiion
alfferentiotion in relution 10 the g of the rec lation iiself, where the Ombudsinan
basing the legislation stuted recammendation (s mandatory 1o be fuplemented while the
bureaucrats theee who savw it s o regular advice. The warking theory is bused on the Law uf
Chamlisy and Seidman and the rocto-legal research approach, it will be known wi coused the
elements of Onibudsman recommendations con no he run effeciively, given that the aperation of
this law is a svstem that every part affects other party.

Keywords: legol culture, re emnendation, Oniredsnnr, public officialy,
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PENDAHULUAN

bk yang haik menjadi kebutuhan yang tdak dapor dubarkan untuk pemernhannya dalam
mg&l:e::ey::wp:m go)r’:l :mvmmm. Untuk itu, mnlmpemcvinfnh memberlakakan Undang-Undung an::'
25 Tohun 2009 tentang Pelayanan Publik sehogni mnghu_m unha. pemerintal untuk  menibon
perlindungan bagi masyarakat atay pemenulian hakaya, Sebelum in, pcn_mmuh lchh mengesshkan Lndang
Undang Nomor 37 Tahun 2008 g Ombad qulubli ' ol ldmpf sarann untuk menampmg
pengaduan masyurakut berkait odanya maladmimstrasi yang d:hkM oleh pejabat publik. Pembentukan
Ombudsman merupskan loagkah pasinf dari peneriatah, dan hal ini ternyata mendapat sambuatan yang baik
dusi masyarakat yang semuls merasa kebingunganharus berbuat opa, kcl-tln mendapat peloyanan pubtik yang
baruk. Seiring dengan berjalannya waktie, keberadaan Ombidsiman menjadi “kawan' rempat untuk mengado
manakala masyarakat memperoleh maladministrasi dan semakin banyok yaig mulai mergenalnya. Sangatlah
tidok mudah, untuk mesawarkan sesuatu vang baru bagi masyurakat, namun dengan waha vang terus
menerus melalui berbagal cara, hingga akhirnya sensakin hanyuk mayarakat yang meagenal Ombudsman dun

percayakan penyclesaian perkara maladministrass kepada lombagn negara tersebi,

Ombud sehagan lembaga negara lahir pada 7 Oktober 2008 dengan nama Ombodsman Repoblik
Indonesia sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombuodsman Repuhiik
T . Sebelumnya, keberadoun lemhaga tersebut dalam bentuk Komist Ombudsman Nasiona) yang kahir

Kep Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Perubahan status kelembagaan i=rsebut semokin
memperkual kedudikan Owbadsman schagat lembaga yang menungant laporan pengaduan dari masyarakat
berkait terjadinya maladministrass,

Penerimaun masyarakat terhadap Ombudsman terfilut dsri banyaknya jumlak laporan maxyarakat yang
dizamnpaskan kepada Ombedsman, baik pada masa Kamisi Ombudsiman Nasional maupun seselals tejabinya

perubahun menjodi Ombud Repalik Ted ia Hal i pak pada datn lop pengaduan masyarakst
yang meningkat, yaitu mwlai pada saat terbentaknya Komisi Ombudsman Nasiona! malai tangzgal 21 Marey
hingga 31 Desember 2000 adalah sejumlab 1723 luporan, Hingga terlihat kennikan laporan torsebut, Yty
tubun 2014 adalah sejumlalh 6,674 lap (LS ia, 2000, 2014). Kenaikan angka pelaporan tersebut tudal,
berart bahwi keberadaan Ormbucl st untuk nelibat jumlah maludministeasi yang merupakan
bukti Kinerja pejabat publik yang kurang baik, namus angka il nenunjukhan bahwa adanya penerimaan
masyarakat akan hadirmya lembags pengawasan cksicrnal yang bernania Ombudsinan. Namun demikion,
penesimann masyarakot whiun keberadaan Ombusdsrian, tidak memberikan suatu jaminan baliwa hasil kerja
Ombudsman yang berupa rekomendasi dapat dilaksanakon secara otomatis. Untuk ity maka perfu digali
adanya suatu permasalahan, mengapa sekalip uadang-undang sudah mengatue bahwa rekomendasi du
wajib dilaksanakan namun dalam pelaksanaannys musih dijumpai adanya pejabat pablik schagai terlapor
lianya melaksanakan sebagian atau bahkan sama sekali tidak melaksanakan rekomesdasi Ombudsman,

batshbbaat

TUJUAN PENELITIAN
omhl"cmliunn i bertujuan wenganalisis budasa hukum pejabat publik dalam melaksanakan rekomendast

METODE PENELITIAN
Penelitian herbuit dengan petak rek dent Ouvbud Vg dilakukun oleh pejabat publik
yang menspakan bagan dan birokrasd, merupkan penclitiun sowio-legn 2 ‘

legal. Pendekatan oo degal revesl
Gapat didentifikasikan nvetatus dow bal berikue: et aspek degal research, yaia dengan n:l‘:‘kukan ::nd:

tarn per E-undangan dan kebipakan dupat disnalisks secura kritikal dan

i dapat digelakan [SU T makna yany mhmlunx iskarn
menugikan Kelmpoh musyirika fertentu dug dengan cuu
hingga peratusan perimdangan yang paling rendah, Keulnar,

Pusal-posal tersebut menguntungkan uley
Daguinna. Pembaboan mulai dar kaestiting
matigembatiekan berbugai metode hary il
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perkawisan antatn metode hokum desgan almo sesial ;epcm pe:zlmanlmu'l:md soman Jegal, etnografi
um, pendekatin kualitatf hukum femim (Shidurta, Y

m‘mﬁu‘llu:n;:’nr::::: i Tduhh sesun dengun pendapot Brian Z Tamanaha sebagiimuna dikutip oleh
Sucky, balwa hukum dan masyarakut memilikn bingkar yang dischut "The Law Society Frvmework”™ yany
mempunyal katukteristik hobungan lenenu, Hubungan sersebat ditunjukkan degan dua Sompanen lhsal
komponen pestima terdin dari don tema pokok yauu wle yang mym'kan bukum adalab :mm
masyarakat don ide fungss bukum adalab untek mempenbankan “socil erder’’. Kompanen Kedua terdin

tigu el yuitu ¢ foamsent, morallvAeasn; dan paritif law (Sateks, 2008)

Adapun setting sosial dalam peoclitian ini meliputi 3 (lga) unsur, yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.
Herkait ‘91'1 ! dipilih O o Republik Indooesin yang berada ¢ Jakarm. mengingat bahwa
rekomedasi hanas disabkan oleh  Anggota Ombudsinan yang berdaniisili i Jukarta. bukon podn Kantor
Perwakilan yang ada di selaruh Provinsi. Sekalipun rncasgan rekomendasi ity dapst disjukan oleh Kantor
Perwakilan, di mana kaxus maladministrast diloporkan, Pelaku yong dimaksod di sini odalah Omhu!luun
Republik Indones:a yong mengelugrkan rekomendasi don pejab publik yang dikenas rekomendasi serta
msyarakat yong ielaporkan kasus maladministrasi kepads Censbudsman. Unsur yang ketiga. yaitu kegiatan
adalah berkakt dengan implementast dori rekomendast Ombudsman, chaga dijlaskan dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2008 sehogai hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Peaelivian ini mempergunakan dota primer dan datn sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi yung okan menghasilkan data berupa rangkakan kalimat jawaban yung dhisampaikan
oleh Informan. yaitg Ombudsman, pelabat publik, dan yarakor yang gajukan penyelesaian Kosus
miladministrasi kepads Ombuodsman, Sementora ife. data sekunder yang merupakan data pendukung
keterangan untuk menunjang kelenghipon dats peimes yong versumber dar penclitian kepustakaan, yang
boduin hukumoya berasal dari bahas hukum peimer dan hahan hukam sckunder Bohan hukum primer meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsin Tabun 1945, Undong-Undung Nomoe 37 Tahun 2008
tentang Ombiud: Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tatun 2009 tentang Felayanan Publik,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yame Bersih dan Bebas dari
Korupst. Kolusi dan Nepatisme, serta Peraturun peiandagan yang teckuit. Sedangkan bahun hukum sekunder
yang dipokor odalah red st Ombud, hasit penel lerkail. seita Ineratur yanp relevan, Adapun
uforman utana adalah Anggotn Ombisds Pemeluni. | i k I selaku Tedopor dan

Wwarga masyarakat selaku Pelapor Sedangkan informan pﬂ\‘nb:mlur meliputi buku, cotstan harian penelitian Ji
lapanzan, camera, recorder,

Teknik pengumputan datu ditakukan dengan wawancarn terstruktur, yaits dengan menyiaphan daftar
pemtiunyaan, seta wawancara 1k ferstuktur untuk mepemukan informasi yang beikan baku. Untuk reknik

amliu deta, digunakan metode analisis komponensial yaila mengoeganisasikan kontras antar slemen dalan
dumnin yang diperoleh melalui observasi dan/ atay waswancara serseleksi. (Moleong, 1993)

HASIL DAN PEMBAHASAN

::‘kmmp! mpod Governance sebogal Landaran Pembentukan Ombudsman Melaksikun Fengawasan
o

Keinginan pemerintah unmk mewugudkin good yovernance harus divelaraskan deagun usaha kongknt.
yang dalam bl pengawisun ternadap kinerju bisokras) menfath vebuih tuntutun keberadsannya, Good
gavermance yang diantikan sebagal tata pemenmahan yang boik menurmt United Navons Deselopinent
Programme (UNDP) memiliki karakterintik sebayai berkur.
; :ulnm;n;mnn. ar;'i'u)n seliap warganegara mempunyai hak unfuk bersnara ualnm pembuatan keputusan,

< Mile of Tow, artinyn setiap warganegara mempunya hak tung sama berkait den

sebugai bagian dari hak asasi manwsia, : N .

A Tramparemwcy, armya informsi dary pemerintih huras dagat ditshun

dun d !
4 Responrsiveness, aninva adanya respon vang baik dar pe T e e il

ferintah wmnd melayani s varakat.
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! i s judi ntara kepentingan yang berbeds untuk
c"mmmﬂnpmumm' :m-m;.:'lw‘d .Mm_‘m;u::m:::hp::u haik dalum hal kebijakun-kebijakun
un prosedug-prosedur. ' "
mEq‘:r: rtinya adanys Kesenpatun yang sama bags setiap wargancgara untuk meucup:ﬁlm h;plm“m -

Effectivenes and effinciency, aninyn penyelesaian tugas tepat waktu deagan meman ya
tersedia. . v

o b h ! bkian kepada masyarakat,
A walalizy, artivys bahiwa P daprat dip ggung jawibk
S::u;;ir Vision, .)mayu pcm'cnnluh dun masyarakat  bersuma-sama berpikis ke depen  untuk
pengembangan (Negara, 2000)

5.

o

Berdasarkan karakteristik tesschus, nampak jelas bahwa hieokeav duhn_\ jalank gaKnyn untuk
membenkun pelayanan publil kepada masyarakur barvs dapat (hpaun“mmnwahhn Konsep sovernwice
(tatu-keleln peneerintahan) sehagal landasan dalam pembohaxun berkust good Kovenmnce menusut Cagm
sehiguimana dikutip odeh Syakrami dan Syaheinni (Syuhirians, 2009) merupnk pada institust, proses dm: trudisi
vang menentukan bagzimana kehunsaan diselenggarakan, keputuan dibunt dan suara wargs “didengar

Maka dar itu. sebagai strategs ynag harus diplankan, bahwa untuk pelayanan publik sangat (lipgdxd:nn
adanya lemb A hagai disampaikan oleh Sondang P. Siagian sehagaimana dikuip oich

Safri Nngnh;vb;hwa pengawasan it sehagal proses pengamotan pelaksanaan scl £ org;

untuk menjamin agor semua pekerpan yvang sedong dilaksanakan becialan sesusi dengan rencana yang telah
ditertukan (Safri Nugrsha, 2007) Bukan beruni hahwa selama i kiverju birokrasi Juput dati pengawasan,
pamumn pengawasan yang sudah dibentuk dalom pelaksanaannyn masiby belum membawa hasil Yang eptimal,
Hal tersebut mengingat bahwa lembuga pengawasan yang telab ada tersehut biasanyn menjalankan fugas
pengawasan khusin dalam bidang terentu, pusalnya keberndan do lembaga pengawaran internal seperti
Badan Pengawasan Keuangan tan Pembangunan (BPRP), Inspektorat Jenderal Jali. mang lingkupnya masih
sangat sempit

Berbedu deagan Ombudsman, bahwa ruang lingkup pengawasannyn, sekalipan dikutakan obyek
pengawxan hanya schatiaes masalah pelayanan poblik, nomon pelayanan publik its mampe memisuki berbagar
aktivitax birckeal Sebay. fhurkan dalam Yasal | Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 wentang
Peloyanan Publik, banwy pelayaman pablik itu tidak Lain me pakin kegiatan pemennban kebutuhan Tayanan
sehagaimana diutur undang-vndang. Pelayanan publik tersebot meliputi pelayanan di bidang barang, jasa dan
administrutif. Dengan demikian, keberadaan Ombudsissn meniadi sangat diperlukan

Keberadoan Ombud diawall dengan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 44 Tabun 2000, Selanjotnya untuk mesnperk it kedudubunnya, maka pods
tanggal 7 Oktober 2008, dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 res) terbentub. Ombudsman
Republik Indonesia. Perubahan tersebu membawn konsekuenst, bahwa pads masa sebagai Komisi
Ombudsmar Nasional adalah masuk kategori Crmbudsman eksehutif, sedanghan serelsh menjndi Ombudsmun
Republih Indonesis masuk kategori Ombudsman Puclementer. Ombudsman ckackutif sdalah Ombidsiman
yang dipilih oleh dan bertanggpuny Jawab kepatds Presiden, seds gknn Ombudsinn Parlementer wdalah
Ombodsman yany dipalih oleh dan bertangpung juwab kepada Pademen (Masthuri, 2005) Dalam Fasal |
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, diuraikan babwi pengertian dars Ombudsman ndalah:

“Ombudsiman Republik Indonesia yang selanjurnya disebut Ombudsaan adalah lembaga negara yang
mempunysi kewenangan mengawasi penyelengparaan pelayanar publik bark yang duselenggarnhan leh
penyelenggara negora dan pemerintshan termasuk yang diselenggiarakan ofeh Badan Usaha Milik Negara,
Badun Lsaha Milik Daerah. dan Badan Hukum Milik Nepara serta badan IWALA ataw perseoringan vang
diberl tagas menyelenggarukan pelayanan publik serfeniy yang sebagian alan selurub danunya bersumber
duri anggaran pendupstan dan belanga negara dan/atny ungginun pendaputan dan belang deerah
Ombadsimun merupukan Iembugs peapawaan ¢
badan yang secara steukiuy aanisust berida o
S ebagai bembugs penganioan ekstermal. Ombud
laporan  pengudiun msyarakat. 20 st japsgaif

Waternal, yang berarm Peogavisan vung dilakaban ofel
lowr pemerintah dalum i chsekutif (Fachrouddin,
it berher o meladis 2 { dia) palur, yaitu 1) atan duse
sendinn untoh menvelesinban Nusies vadsdrming stpasg
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g dnya god Yovenance, yung
sehaga lembaga pengawasan jelas menjadi wmlukqag teswuyudny ;
O'E:Mm lnmwxia mc?uulns!;lm Fuady scbogmmina dikutip oleh  Teguh Prasctyo dan Ane¢
!‘r‘d- di, akun beilkun cfek posinl yaitu tercipanya- 1) aturan Bk yang lml.‘?j :;::'
anent yang bak; ) sistemn pemenintahan yung efckif, efi Jujur, paran, oo )

.!:f;:‘:vl;n },hk‘p\ma Munusta; 4) sistem pemeriniahan yang dapat rnemnpmhn‘ mnygmkm yang cerclas
dan egaliter: 5) sistem pemenntaban yong kondusif terhadop pertumbuhon ¢lonomi dian pemeratoan
(Purnomosidi, 2014)

Posisi Ombudsman sebogal lembaga pengawasan  eksternal sekaligus ngawim. memungkinkan
Ombudsman bekerja secarn obyektif hingga nantinya menghasilkan penyelesaian Iwm pengaduan
maladministrusi yang obyekf pula. Kata kunci yang senantiasn dipakal sebagad landasan kerja Ombudsman
sdalah sifornya yang low profife. mengingat hahwa keberadasnnya sangst diharaphan masyaraka _unlulf
menjembatani komunikasi yang buntu antara masyarakat dengan pemerintah berkat pelayanin pubh_k. Ql
sanpung iy, harapan setiap penyclesaian laporan pengadian, adalah sciesai pada tataran diperolehnyy wir win
sortation.

Penyeiesaian lapocan Pengaduan Masyarakat berkait adanya Maldministrasi

Sefiap warga Negara Republik Indonesia yang mendapatkan pelayanan publik yang welek atan disebut

scbagai i, dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman untuk ditindaklanjui, Laposan
pengaduan tersebit dapar mckalui surat, fiaksimili, telepon. pengaduan online melalii website Ombudsman
R» hlik bl 2 ad 1 ,hxnmorf‘ Fese ). Rmmn 1 TR -} 145 )

seksi adimimistrasi, dan ternyat hahwa kasus yang dilapuckan mecupakan kewenangan Ombudsmn stk
menyeleadakannyn, maka segera Onbusman akan menindakanjuti, Namun jika ternyats laporan tersebut
bakan Rewenangun Ombudsiman, maka akan diberitahu Jan diarahkan ke instansi yany berwenang.
Ke gan  Ombod adalah gand  lag pengad berkain dengon  maladministeasi.
Sebaguimana dlatur dulam Pasal | angks 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, bahwa -

"Maldministrasi sdalah nerilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaw wewentang, menggunakan
wewenang untuk twuan ain dari yang et tujuan e but, lermasuk kelalain ataw
pengabaian  Kewajiban  hakum  dalam penyelengzaron  peluyanan publik yoog  dilaknukan  okeh
Penyeleggara Negara dan pemerintahan yang menimbutkan kenugian materiil dan/atsu immateriil bag)
thasyarakat dan orang perseorangan

‘ Berd ‘-_'- Panduan 1 gasi untuk Ombudsman Republik Indonesia, (CFG. Sunaryuti Hartono,
.‘lmm‘ b I faban  yuny Jocs  Komp Ombodsman, yaitu maladministeas, dagat
dikbwifikusikun srbngm benkut © (a) Bcpvuk-hmuk mualadministias yung terkait dengan Keteputan waktu

d-lm» Proses pemberian pelayanan putilik, meliputi penundann berfarur, tidak menangam dan melaluikan

tidak aibl, dan nyata-nyati berpihak, (c) Bentuk-berruk malud inistrasi yang lebih mencerminkin sebagii
bentok mlamggfm terhadap hukum dan peraturun perundangan. Kelompok ini terdisi duri pemalsiean,
(:clmtphr:\n s deng. dan perb mekiwan hukum. () Bentok-bentuk mualadmimisiraxi yang terkait

Kowenang P zan g bertampa) Kuali pelayanin umum pejahat

ang tidak layuk, {f) Bentok-betuk
elompok mj aeu!_i:i durs tindakan
bl 0 harang arang lain 1anpa bak, dan

Adapun langkab-langkah yang ditemipuh oleh Ombidsman datam menyelessiokan laporan gadda
berkait matadmimstrass dhaw )i dengan klueifikass sertules, in s R %

vestigasi o n dan pensan,
kegiatan ini adalahy Perupa rekomendasi Ombadenan. Namun Umbud\mg:mgumnhﬁr::pgﬁlzx
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welesin o mediast, di many Ombodunn besposass selaku meduitor
:::: m??::::aIILMxmp;'mi wtas luyanan publik yaag diterima Fu\yu(ml. Haunsil llllll
wediasi adalah kesepukatan diantasa para pibak, suinn Pelapor dun Tuhpo«‘ Adpudikasy Khusus jug:
dimungkinkan sebaga alternunif penyelesaian luporan, pumun hmg;'a sl inj Ombncbimu.n l!cpubhh
Indonesia belum menerupkannya, Setclah adanys outpun tersebar. utnyn tuges O nduz
memonitor pelaksanaan hastl penyclesaian Lasux tepsebut dengan """".""" seliumi 60 (enunspuluh) hafn. n
jika tilak dilaksanukan Ombudsman akan melaporkinnya kgpud;e:mndm dun DPR seeta ut;.c:nr-{mfh.v‘h-np

i ilukukan supaya Terlapor dos Atwsan upor ek kun

‘yﬁm:c::hﬂn‘n:mro:\‘ y:‘:u; p-m’; demu t':l:nk memberikan bk masyurakut berips pelayanan publik
yang haik.

Pada Titian e, penelii lebih menfokuskan depada outpur Ombudsman yang berupa rekomendasi
Rcbmncma':ne Ombudvman sebagaimanz dicratkan dalum Pasal 1 angka 7 Undang-Unitang Nonsoe 37 Tahun
2008, odalah “kesimputan, pendopat, dan saran vang disusun bercasarkon hasit mvestigasi Ombudsman,
kepadn atasan Terlapor untuk dilakssnakan  dan/atay itindaklanyuni dotam rangka peningkuton  muty
penyeienggarsan xlministrasi pemerintatan yang baik ”

Hudaya Hukum Pejabat Pablik dalam Tmplementasi Kek dasl Ombud

Sekalipun Undang-Undanp Nomor 37 Tabun 2008 tevtong Ombudsiman Republik Indonesta. terutama
dolam Pasal 8 dan 39 sudal mengatur tentung hewajiban bagi Tetlapor menjalankan rekomenidasi
Ombudsman, samun bal tersebut bukun merupakan jaminas udak akan uda penyimpangan. Berdasarukan data
yang diperoleh. Nampak bahwa sejak 1ahun 2011 hingga 2014 Ombudeman telod mengeluarkan sebanyak 63
(enampulub vigu) rek lst. N dari jumlahy e bar 1) (g puluh satu) rekomendaxi yang
dijatankan, atau sekitar 50%. Hal ini sebagaimana terlihat pads tabel berikug ini.

Tabel | Rekomendasi ORI Tahan 2011-2014

Status L Jumlah "
Ditak sanakun e S e | e
Dilaksanakan Gebagisn = e
Belum Dilaksamakun . = m
Dalam Proses - ) ey
| Tidak Dilsksatiakan — R 3 ~
-r!lll " S Y —
T e — R S R
. Towl
Sumber, ORI ==

Jika melihar data sehagaimana tampil s atas, serfibar musih belum o imalnys pelak: t
Ombudsean tersebut. Kondisi Yong demikian, pencliti analisa dengan m:ode an:hs: ko::::nr:i:lo.':m
1990) yaita mengorganisasikan koneras antar clemen datam domain yang diperoleh melalut wawancara
tenseleksi yaity antara pemahaman yang ada pada Ombudsman tentang rekomendasi dengan yang ada paca
Tetlapor . Selanjutnya diterapkan teoei sistem scbagainiang dissmpaikan rdeh Bertalanfly (Purm. 2003
sehagal pisau analisanya, bahwa sysiem adalah "o

I camrden of elewenty m minal interpction, * mnka
Ifeherhl_wluun_yn ditentukan olch kerya masing-maseng sub sistem secary berkasman. Jika sda san bugtan yang
tidak bisa berjatan denpan haik, sudoh barang tentu hul tersehut ukan berpenga \

d . i terhadap sub sisten yung
Fainaya. Unnik it, maka untuk melihat budaya hukim dsri birokr yang | i i T
ml_ak melaksanakan rekomendasi, perlu dikugi besdosark i e g Lok ool

i pembinag undong-undsng feule niakin institision ),
Yermhuags penegak hukum (mide tanerton RO ) sers Pemegang petan (mle occumany) lRuh:rdm. 2009)

Pada unsur pesbuat undang-unding (rule mesking imtitntions |

m I & '
thomicncis) dalam P 18 g caandang Lahwa dengan diatumyy

vang mesnsatakan bohwa Ferlipor an Atasan Terlupee  wajih
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s ynendas) Omboduan, dan jika tidak melaksanakan wkan dikeonl sankss sdnuppirauf oleh
:::::’:::;Ml:?:nmg Sanksd kb bal o ticek diberikan oleh Ombudsoan, mengimgat hubwa pcmlwna:ﬂn
sanksi ity bukan kewenungan  Ombudsman Pomberian  sankxi  menjudi  kewenangan u(u;lﬂl:‘“d
Terlupoe Nummn  dalume kenyutasnnyo.  Teslpor vsib adu yang beranggapan  bahwa ek uxt
Ombudsman ity sekedat saran binsa, vang jika dilibsanakon atuupun tdak dilsksanakan. tidak akan membawa
pengaruh. Sehagaimani diartikan oleh Kamus Hukum bahwa habwa m'm_ammulmn adaluh anjuran, (N E
Algra, 1983Re Jasi dengan posisinya schagal surun biasa, dapat dapaumuhn dengin mubah yang
dikenal dalum hokum  Isbam. Mubab artinyas bala dikergakan stau ditinggalkan dda.l apa-aps, tiduk
mwendupatkan pahala atan pun disiksa (sebuah piliban untion mengerjakan atau tdaky. (Madinatuliman, 2015)
Pemahaman yang seperti inilab yang masih adu dan dipakai oleh Terlapor dan Atasan Terlapor. Eembaga
pencgak hukum (rule vanction (nstinitiony) yang tidok Iain adalah Atsan Terlapor juga dalam prakiekaya
belum menjulunkan fungsinya dengin baik, schinggs memperkuat sikap Terlupor vang berkedulukan sebagi
pemegung pecan {rode ocomnand) untuk tidak melak kan rek dast fan.

KESIMPULAN

Belom efekiifnya pelaksanuan rekomendasi Ombudsman oleh Terdapor dikarenakan masibh adanya
anggapan bahwa rekomendasi itu adalah saran biasa, & mans hul sersebut boleh dilaksanakan dan boleh juga
diabatkan. Pemahaman Terdapor juga selaras dengan pemah yang ada pacla Atasan Terlapor schingga
penerapan sanksi bagi pejabat publik maupun | i yang diloporkan oleh masyarakat 1elah melakukan
maladminisirass dan diberi rek 551 Ombud: Juga udak berialan. Untuk itu maka perlu adanya
p persepsi )t maka rek dust Ombudstan, sehingga pelaksanaan rekamendasi bisy ¢fehtif
dan pedindungan teehadap hak-hak masyarakat berkait pelayanan publik yans baik jugs menjadi nyata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Petaksanaan dan penyelesaian penclisian i udsk lam adalab ndanys dokurigan yang diberibon kepoda
pescliti. Untuk jra, maks pado kesempatan i, penelit mengucaphan termakasih kepada  Universitas
Mulammatiyah Mazelang yung telah beriban trin kepada penelitl ustuk melanjutkan stadi pads
Progrum Doktor Iimu Hukum Undig, sehingga pencliti mendapal pendalaman ilmu hukum sehogoi dasar
melikukan penclitian imi. Terimakasih pencliti pinkin juga kepada DIKTI vang tclah memberikan
Beasivwa Pendidikan Pascasarjona Dalam Negert {BPPPDN) schingga penclitt depat mempergunakan
rebagisn dana toosebut untuk  mesnbiayal penclitian i, dalam rangka pengembangan ilma Hukum

Administrusi Negara Sclanjutnys peneliti juga pucopkan teama Kasih kepada Ombudsmun Repablik
Indonesia (ORI} k ORI Perwakilan Provinsi Jows Tengsh dan DIY yang telah  membantu
menyediakan data

DAFTAR PUSTAKA

CFG, Swnaryati Hartono. dkk. (2003) Pendium fnvestigesi htuk Ombudsmun Indoresi Jokania: Konist
Ombucdsman Nassonal, 15-21.

Fachruddin, Irfan. (2003). Peny Perwdilan Adh
Al 92.94,

st Terhadup Tindakan Pemerintah Bundung:

Faisul, Sanapiah, (19%0). Penelisian Kualivotif, davar-dasar dan uplikerns: Malang: YAS, 102-103
l.emh:p Admimistrost Negara, (20000, Akunrabifiny din Good

; Guvermance, nedel | dard 5 Modul
Sivtem Ak bifitus Kinesger Instansi Pemveintale Jub Lembaga Ad 1 Negara, 7

Madmataliman. (2015, Joly 13} madinatuliman.  Retrieved
hatpefiww s madinataliman « om

Masthani, Budhi. (2005), Mengenal! Owibssedomm Indomesta. Jokarta: Pradnya Parunnta, 3,

Moleang, L ). (19951 Metndoloer Perelition K if. Band

from  madinatuliman cons

¢ Remajo Rosdakarva, 13813

173



Seminar Nasional
Hasil-Hasi! Penclitian dan Pengabdian LPPM Universitas Mubammadival Purwokerto,
Sabtu, 26 September 2015 ISBN : 978-602-14930-3-§

N.E Alpra, dkk (1983). Kowes Istilah Hikam Fockem anddreae Belanda-tvdonesaa. Iakirn: Bina Cipta, 439,

(\ St s R- 0.0 ln_'l 1. {mml‘). “"m'w"'rl r“A 4 n' Mk bt i ,“D ll!:
Ombudvman Republik Indonesic

Pumomosidi, Arie dan Pruseiyo, Teguh 2014), Membangin Hikum Be fasarkan P ila. Bandung Nusa
Moddia, 82,

Rasjidh, Lili dan Putra, Wyasa, (20033, Hikum Sebagal Statu Sistem, Banduny: Mandar Map, 63

Rahardjo, S, (2009). Pencgokan H kearry, xucitn Hig, fobogls. Yopyakarta: Genta Publishing. 28,

Safri, Nugraha, dik. (2007) Hukim Admamstess Negare Jakieu: Center Fou Law and Good Goverpance
Stodies (CLGS-FHUD, 390

Shidana, S. L (2011). Merde Penelition Hukwm Konstelasi don Reflekei. Jakaa: Yayasan Pustaka Obor
Indonessa,

Suteki. (2008). Rekonstrakxi Polink Hukim Tennnyg Hak Merguasal Negany Atas Sumber Dava Ale Berbasis
Nilai Keadilan Soxal, Semarang: Semarang, 50,

Synbriani, . d (2009), Inplementas) Otonoi Daerli dalam Perspehrif Gou! Governance. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 121

Indonesia, Undang-Undang Nomos 37 Tatwm 2006 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
tndonesis. Undang-Undang Nomos 28 Talwn 2009 tentang Pelayanan Publik.




